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PERATURAN DAERAH KZBUPATEN DAERLH TINGKLT IT KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG

SUSUNAN ORGANISAST DAN TATA KERJZ DINAS PENDAPATAW
DAERAH KABUFATEN DAERAH TINGKAT TT KEBUMEN
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DENGAN RAHMAT. TUHAN YANG MAHA ESA ,

BUPATI KFPALA DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dayaguma dam
hasilguna dalam pengelolaan Pendapatan 4Asli Daerah
sebagai perwujudan dari kegiatan menuju ke arah =
otonomi Daerah yang dinamis, nyata dan bertanggung
jawab, maka perlu dilakukan penyesuaiam usaha Pemu~-

pukan dana guna membiayai pembangunan daerah ;

bahwa sesuai dengan Surat Menteri' Dalam Negeri tang
gal 4 Lgustus 1990 Nomor 061,1/2193/8J, Type Orgami
sasl Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen ditingkstkan dari Type B menjadi Tyve
L maka perlu menyesuaikan ;

bahwa sehubungam dengamr hal tersebut di atas dipam-
dang perlu untuk meminjau kembali Feraturam Daerah
Nomor 05 Tahun 1981 tentang Susunam Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendapatam Daerah Kabupaten Dmerah
Tingkat IT Kebumen dan mengatur kembsli Peraturam
Daerah Kabupatem Daerah Tingkat IT Kebumen tentamg
Susunan Organisasi dam Tata Kerja Dinas Pendapatam
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Kebumen denganm -
berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No -
mor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dam Ta
ta Kerja linas Pendapatan Daerah Tingkat IT,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undaeng Nomor 13 Tahum 1950 tentang Fembemtuk
an DRaerah-daerah Kabupaten dalam limgkungar Propim-
si Jawa Tengah jo Peraturan Femerintah Nomor 32 Ta-
hun 1950 ;

3, Keputusan eceseecee
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Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal L November
1977 Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedomam Pembem -

tukan Susunan Orgamisasi dan Tata Kerja Dinas Dae-
rah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember
1981 Nomor 970-893 tentang Manual Admimistrasi Pep
davatan Daerah :

bl

Keputusan Menteri Delam Negeri tanggal 15 Mei 1989
Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Qrganisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendapatan Deerah Kabupaten/Kota-
madya Daerah Tinglkat IT ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri tamggal 10 September
1990 Nomor 75 Tahum 1990 tentanmg Type Organisasi Dj

nas Pendapatan Daerah Tingkat II di 100 Kabupaten
Daerah Timgkat II,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KZBUFATEN DAERAH TINGKLT IT KEBUMEN
TENTANG SUSUNAN ORGANTSAST DAN TATA KERJA DINAS PENDA
PATAN DAERAH K/BUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN.

BAB T
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Deerahl imi yang dimalksud denganm ¢

Qe

b

Ce

de

S

fo

Daerah adalah Kabupatenm Daerah Tingkat II Kebumem ;

Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
IT Kebumecn ;

Dinas Pendavpatar. Dacrah adalah Dinas Pendapatan Da=-
erah Kabupaten Daerah Tinzkat IT Kebumen ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Fendapatam Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

Unit Fenyuluhan adalash Urit Penyuluhan Dimas Penda-
patan Daerah Kabupaten Deacrah Tingkat II Kebumen ;
Cabang Dinas adalah Caban: Dinas Pendapatam Daerah

Kabupaten Dmerah Tingkat IT Kebumen ;
Se Uit seessceene



ge Unit Felaksana Teknis adalah Unit Pelaksans Teknis
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkst IT

Kebumen,
BAB IT
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1). Dinas Fendapatam Daerah adalah umsur Pelaksama Pe -
merintah Daerah Tingkat II di bidang Pendapatan Dae
rah,

(2) Dimas Pendapatam Daerah dipimpin oleh seorang Kepa-
la Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah,

Pasal 3

Dinas Fendopatan Baerah memvrunyai tugas melaksanakam
sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Penda
patan Daerah dan tugas~tugas laimmya yang diserahkanm -
oleh Kevala Daerah kepadanya,

Pagal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut da .

.

lam Pasal 3 Dinas Fendapatan Daerah mempunyai fungsi :

melakukan perumusam kebijaksanaan teknis, pemberianpg
bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dam tu -
gas~-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah

Qe

kepadanya sesuail dengan Feraturan Perundang-undangan
yang berlaku ;

b, melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Dae
rah dan Wajib Retribusi Daerah ;

c. membantu melakukan pendataan obyek dan subyek Pajak
Bumi dan Banguman (PBB), yang dilaksanakan oleh Di -
rektorat Jenderal Pajak/Direktorat Pajak Bumi danm -
Bangunan (PBB) dalam hal memyampaikan dam memerimer
kembali Surat Pemberitahuan Obyek Fajak (SFQF) Wa -
jib Fajak ;

d. melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dem Retri
busi Daerah ;

6, MEMbANtU seense



ee membantu melakukan penyampaian Surat Pemberita

fe
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(1)

Pajak Terhutang (SFFT)y Surat Ketetapam Pajak (i

Surat Tanda Fengiriman/Temerimaam (STF) dan saram
Administrasi Pajak Bumi dam Bangunan (FBB). lainmya,
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ke-
vada Wajib Pajak serta membantu melaksamnalkan penyam
baian Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPF) Pajak
Bumi dan Bangumen (PBB) yang dibuat oleh Direktorat
Jenderal Pajak kepada petugas vemungut Pajalk Bumi

dan Bangunan (PBB) yang ada dibawah pengawasamnya ;

H
melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan -
dan penyetoram Pajak Daerah, Retribusi Dmerah serta
Pendapatan Daerah lainnya ;
melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaam

penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Peneri
maan Asli Daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bu-
mi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Ke -
uvangan kepada Daerszh ;
melakukan tugas perencanaan dan pengendaliam opera-
sional dibidang pendataan, penetapan gy penagiham

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Fenerimaan A&sli Da-
erah dan Iajak Bumi dan Bengunan (FPBB) ;

melakukan penyuluhan mengenai Fajak Daerah, Retribu
si Daerah dan TPendapatan Daerah lainnya serta Fajak
Bumi dan Bangunan (PBB) ;

mclakukan urusan Tata Usaha,

B A B IIT
ORGANTISASTI

Bagian TFertama
Susunan Organisasi

-

Pasal 5

Dinas Tendapatan Daerah terdiri dari

as Kevala Dinas’

b, Sub Bagian Tata Usaha ;

ce Seksi Fendaftaran dan Fendataan ;

de Seksi Tenetapan ;

e. Seksi Fembukuan dam Telaporan ;

fe Seksi Femagihan ;

g. Seksi perencanaan dam Fengendalian Operasiomalj

he Unmit Tenyuluham, (2) Sub Bagialeees
- 4 =



FPasal 10

Seksi T'endaftaran danm Pendataan mempunyai tugas melaksa-
nakan kegiatan Fendaftaran dan Tendataan Wajib Fajak Dag
erah dan Wajib Retribusi Deerah serta Pendatasn Obyek Pa
Jak Daerah dan Obyek Retribusi Daerah dan membantu melsa-
kukan pendataan obyek dan subyek Tajak Bumi danm Bangunan
(I'BB). yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak,

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana tersebut TIasal
10 Seksi Tendaftaran dan Fendataan mempunyai fungsi

a, melakukan pendaftaran Wajib Pajsk Daerah dan Wajib Re
tribusi Deerah melalui formulir pendaftaran serta -
menghimpun dan mengelola data obyek dan subyek Wajib
Pajak dan Retribusi Dmrerah, melalui formulir Surat -
Femberitahuan (SPT) serta pemerilksaan lokasi/lapangam
atas tembusan Surat Dinas dari Imstanmsi lain ;

be menyusumn Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Dae -
rah, menyimpan Surat Terpajakan dam Retribusi Daerah
yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Pendataan ;

c, membantu melnkukan penyampaian Surat Temberitahuan
Obyek Pajak (SI'OT) lajak Bumi dan Bangunan (TBB) yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepader -
para Wajib Pajak serta menerima kembali isianm Surat
Temberitahuan Obyek TPajak (SPOI) tersebut dari para =
Wajib Tajak,

Yasal 12

Seksi endafteran dan Pendataan terdiri dari

a. Sub Seksi l'endaftaram ;
be Sub Seksi Fendataam ;
ce Sub Seksi Dokumentasi dan Fengolaham Data,

Tasal 13

(1) Sub Seksi Tendaftarsn mempunyal tugas mendistribusikan
dan mepmerima keubali formulir vendaftaran yang telah
diisi oleh Wajib lajak dam Retribusi Daerah, membuat
laporan tentang formulir pendaftaram Wajib Tajak dan
Retribusi Daerah, yang belum diterima kembali, menea-
tat nama dan alamat Calom Wajib Fajak dan Retribusi -

Doerahll eseececse
- 5 =~



(2). Sub Bagiem Tata Usaha, Selesi dan Unit Penyuluham,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang ber
ada di bawah dan bertanggung jawab kevada Kepala Di
nas Fendapatan Daerah,

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagiamw Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pe -
layaman administrasi kepada seluruh satuan tugas orga=-
nisasl dalam lingkumgan Dinas Fendapatam Daerah,

Pagal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut da -
lam Pasal 6 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a, melakukan urusan Umum ;

b, melakukan urusan kepegawaianm ;

ce melakukan urusan Ferawatan damn Perlengkapan ;
de, melakukan urusan Keuangan,

Tagsal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

ae Urusan Umum ;
b, Urusan Kevegawaian ;
ce Urusan Keuangane.

Fasal 9

(1) Urusan Unum mempunyai tugas melaksanakamw urusam su-
rat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran -
gaji Tegawai dan perjmlanan dinas, serta Femgadaam,
Pemeliharaan Yerlengkapan ;

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tu~-
gas pengelolaan Kepegawaian ;

(3) Urusan Keuangan memvunyai tugas Pengelolaan Keuang-

Alle

Bagian Ketiga
Seksi Yendaftaran dam endataam

Pasal 10 ecsvoan
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Daerah dalam formulir rendaftaran Wajib Tajak dam Re-
tribusi Daerah, menetapkan Nomor Fokok Wajib Pajak Da
erah (NTWIPD);

(2) Sub Seksi Tendatasm mempunyai tugas menghimpun, me -
ngelola dan mencatat data obyek dan subyek Pajak dam
Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/loka
el dan?melaporkanlhasilnya serta membuat daftar menge.
nai formulir Surat Pemberitahuan (SFT) yang belum di-
terima kembali z
Sub Seksi Dokumentasi dam Pengelolaan Data mempurysi
tugas menbuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak
Retribusi Daerah, memberikanm kartu tanda pengenal No-
mor I'okol Wajib DPajak Daerah (NPWE D), menyimoan arsip
Surat Terpajakan dan Retribusi Daerah, Yang berkaitan
dengan pendafﬁaran dan pendataan, membantu melakukan
menyampaikan Surat Temberitahuan Obyelk Pajak (STOr)
‘ajak Bumi dan Bangunan (I'BB) kepada para Wajib Tajal
serta menerima kembali isian Surat Femberitahuan Ob -
yek Pajak (SPOP') Fajak Bumi dan Bangunan dari para =
Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Iajaks

Bagian Keempat
Seksi T'enetavan

Yagsal 14

Seksi Tenetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitung-
an dan penetavpan jumlah T'ajak dan Retribusi Daerah yamg
terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permo-
honan Wajib l'ajak dan Retribusi Dmerah serta menatausaha
kan jumlah ketetapan Tajak Bumi dan Bangunan (IBB) yang
nenagihamnya dilimpahkan kerada Daerah, berdasarkan su -
rat lemberitahuan I'ajak Terhutang (STTT) dan Daftar Him-
punan I'okok lembayaran (DHIT) Tajak Bumi dan Bangunan
(12B) 4

Pasal 15
Untuk menyelenggarakan tugns scbagaimana tersebut dalam
Pasal 14, Seksi T'enetapam mempunyai fungsi

2, melakukan penghitungan Tenctavan Pajak dan Retribusi

Daerah ;
be melakukameesess
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b, melakukan penghitungam jumlah angsuran pemungutan/
rembayaran/penyetoran atas. permohonan Wajib Pajak dam
Retribusi Daerah yang disetujui ;

Ce menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan ar -
sip surat perpajskan dan retribusi daerah yang berka-
itan dengan pemetapan ;

de membantu melakukan penerimaan Surat femberitahuam Fa-
jak Terhutang (SFTT) Pajnk Bumi dan Bangunan (IBB) -
beserta Daftar Himpunam Tokok Dembayaram (DHPD). Fajak
Bumi dan Bangumaw (PBB) dan Dokumen Tajak Bumi dam
Bangunen (I'BB) lainnya yang diterbitkan oleh Direkto-
rat Jenderal Tajak, serta mendistribusikan kepada pa-
ra Wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait,

Tasal 16

Seksi Tenetapan terdiri dari :

2« Sub Seksi Fenghitungan ;
bs Sub Seksi Tenerbitam Surat Ketetavan ;
co Sub Seksi Angsuran,

Pasal 17

(1) Sub Seksi Tenghitungan memvunyai tugas melaksanakan
renghitungan penetavam, venetapan secara jabatan dan
penetapan tambahan Tajak Tetribusi Dzerah,

(2) Sub Sekei Tenerbitan Surat Ketetapam mempunyai tubas
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKI'), Surat Kete-
tapan Retribusi (SKR). Surat Perjenjian lngsuran dan
Surat-surat Ketetapan Pajak lainnya serta mendistri-
busikan dan menyimpan arsip Surat Terpajakam dam Re-
tribusi Drerah serta membantu Direktorat Jemderal Fa
jak dalam melakukan venyampaian dan penyimpanan ar -
sip Surat Temberitahuan Tajak Terhutang (SITT) Fajak
Bumi dan Bangunen (IBB), serta Dokumen Tajak Bumi -
dan Bangunan (I'BB) lzinnya.

(3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima surat

permohonan angsuran, menyiapkan surat perjanjiam -
angsuran dan Surat Tenolakan /Angsuran pemungut/vpemba
yaran/ypenyetoran I'ajak dan Retribusi Daerah,

Bagian Kelima ... voeee



Bagian Kelima
Seksi T'embukuam dan Telavoramn

Tasal 18

Seksi Fembukuan dan Telaporan mempunyai tugas melaksana
kan pembukuan dam pelaporan mengenai realisasi penerimz
an dan tunggakan I'ajak dan Retribusi Daerah dan Tajak
Bumi dan Bangunan (I'BB), serta pengelolaan bemda berhar-
ga lainnyat

I'agal 19

Untuk menyelenggarakam tugas sebagaimana tersebut dalam
Tasal 18 Seksi Tembukuan dan Telaporan memnunyai fung -

ST &

2, melakukan peﬁcatatnm mengenai pemetapan dan penerima
an dari pemungutan/vembayaran/vpenyetoran Pajak dam -
Retribusi Daerah ke dalam kartu jenis T'ajak dam Re -
tribusi Drerah dan Kartu Wajib I'ajak dan Retribusi
Daerah serta ke dalam Kartu Pengawasan Tembayaram -
I'ajak Bumi dan Bamgunan (KITBB L) dan Daftar Himpurm-
an I'okok Fembayaran (DHET)

b melakukan pencatatam mengemwai penerimaan dan penge -
luaran benda berharga serta penerimaan uang dari ha-

sil pemungutarn benda berharga ke dalam kartu persediz
an benda berharga ;

Ce menyisapkan laporan realisasi penerimasn dan tunggakan
pemungutan/pembayaran/penyetoran I'ajak dan Retribusi
Daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa per

sedinaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan
tahunan serta realisasi penerimean dan tunggaksm Ta-
jak Bumi dan Bangunan (IBB).

Tagal 20

Seksi Tembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

2. Sub Seksi Tembukuan lenerimaan ;
ke Sub Seksi Pembukuan Tersediaan ;
ce Sub Secksi Telaporar.

Fagal 21
(1) Sub Seksi Fembukuan Penerimaan mempunyai tugas meng
rima dan mencatat semua Surat Ketetapan Tajak (SKI)

dan Surat ceseee
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(2)

(3)

dan Surat Ketetapanm Retribusi (SKR) dam Surat-surat
Ketetapan Pz2jak lainnya, serta Surat Femberitahuam Ta
Jok Terhutang (SITT) Tajak Bumi dan Bangunan (IBB), -
menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Iajak
(SKI') dan Surat Ketetapam Retribusi (SKR) serts Sur=at
surat Ketetapam Fajak lainnya yang telah dibayar lunas
dan mencatat venerimaan/nenbayaran/venyetoran Tajak
Bumi dan Bangunan (PER) serta menrghitung tunggakamnys;

Sub Seksi Fembukuan Tersediaan mempunyai tugas memeri
ma dan mencatat tamda terims benda berharga bukti pe-
nerimaan benda berharga bukti vengeluaran/vengambilam
benda berharga, penerimasm uang hasil pemungutan de -
ngan benda berharga serta mwenghitung dan merinci sisa
rersediaan benda Lerharga ;

Sub Seksi Telaporan mempunyai tugas menyiapkan laporam
periodikal mengemni realisasi penmerimaan dan tunggakan
Pajak dan Retribusi Daerah serta Pajak Bunmi dan Eémgum
an (TBB), menyiavkam laporan berkala mengenai realisa
si pemerimasn dam persediaan benda berharga,

Bagian Keenam
Seksi Tenagihan

Fasal 22

Seksi Pemagihan mempunyai tugas melaksamakan pemagihan -

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui
batas waktu jatuh tempo, melayami keberatanm dan permohom-
an banding serta mengumpulkamr dan mengolah data sumber -

sumber penerimasn daerah lainnya diluar Pajak Dmerah dan

Retribusi Dmerah,

Tagal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam
Pasal 22 Seksi Tenagihan mempunyai fungsi :

)
Y

e

melakukan penagihan I'ajak dan Retribusi Daerah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku ;

meleakukan pelayaman keberatan damr permohoman banding
sesuai dengan batas. kewemangannya ;

mengumpullkan dan mengelola data sumber-sumber pemeri-
maan lainnya di luar Fajak dam Retribusi Daerah.

Tagal 2L seceocroe



Tasal 24

Seksl I'emagiham terdiri dari :

a. Sub Seksi Temagiham ;
b, Sub Seksi Keberatan ;
Ce Sub Seksi Tengelolaam Temerimaan Sumber laimnya,

Tagal 25

(1), Sub Seksi Temagiham mempuny2i tugas menyiapkam dan -
mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yanmg
berhubungan demngan pemagihan.,

(2). Sub Seksi Keberatam mempunyai tugas menerima dam me-
layani Surat Keberatan dam Surat Termchonan Banding
atas materi Ienetapan T=jak dan Retribusi Daerah,
menyiapkan keputusan rmencrima atau memolak keberatam,
dan meneruskan penyelesaian mpermchonan banding ke -
Majelis FTertimbangam Tajak,

(3). Sub Seksi [engelolasn Penerimaan Sumber laim-lain
mempunyai tugas mengumpulkan dam memgolah data sum -
ber-sumber penerimaanm lainmya di luar Pajak dan Re -
tribusi Daerah sesual dengan Teraturam Terundang-un-
dangan yang berlaku,

Bagiam Ketujuh
Seksi Terencamaam dan Tengendaliew
Operasional

Tasal 26

Seksi Perencana=an dan pengendalian Onerasional mempunyal
tugas melaksanakan venyusuman rencana, pembimasm tekmis
pemungutam, pemantauan, penggalian dan peningkatan rem -
dapatan Daerah,

Tagsal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam
Pagal 26 Terntur~m Daerah ini, Seksi Perencanaan dan Pe-

necendalian Operasional mempunyal fungsi

ne melakukan peremcamaan pendapatan Daerah yang bersum-
ber dari I'ajak DPaerah, Retribusi Daerah dam Tendapat
an Daerah lainmya serta dari Iajak Bumi dan Eamgumam
(PBD) melakukan pembimaan teknis operasiomal,
bimbingan dan esseee
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b,

bimbingan dan petunjulks kepada Semua Unit Kerja Dmerah
yang melaksanakan pemungutan Fajak Daerah, Retribusi
Daerah dam pendapatan Daerah lainnya serta pemngutam
Pajak Bumi dan Banguman (IBB) ;

b

melakukan kerja samr dengan Imstansi Vertikal dan Di-
nas Daerah lainnya,

Pasal 28

Seksi Perencamaan dan Tengendaliam Qperasiomal terdiri
dari :

Ay

b,

(1)

(1)

2)

Sub Seksl Terencanaan dan Pembinaan Tekmis Temungut-
am 3

Sub Scksi Penggaliam dan Feningkatan,

Tasal 29

Sub Scksi I'eremcanaan dan Tembinaan Teknis Femungutan
mempunyal tugas memyusun rencan= pendapatam Daerah -
dan.rencana intensifikesi pemungutan pendapatam Dae -
rah, melakukan pembimaan pelaksanaan tata kerja, ser-

ta tata hubungam kerja serta pembinasan nenggunaam sa=-

rann dan prasarama Perpajokan Daerah, Retribusi Daerah

dan endapatam Drerah lainnyas

Sub Scksi ITenggalian dan Peningkatam mempunyai tugas
menguunpulkan dam mengelola data semua sumber pendapat

an Daerah, merumuskan maskah Rancangan Feraturan Pae=-

rah dan Keputusan Kepala Daerah tentang perpajakam dam
retribusi Dnerah dan pendapatan Daerah laimmyae

Bagian Kedelapan
Unit TFenyuluhan
Pasal 30

Unit Penmyuluhan dipimmpin oleh seorangAKepala U?it se=-
timgkat dengan Kepala Sub Seksi berada di bawall gap
bertanggung jawab kepada Kepala Dinase

Unit Tenmyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1)
Pasal ini mempuny=i tugas menmyusun bahan penyuluham
dan meloksamakan kegintan penyuluham, informesi dan
penerangan Terpajakan dan Retribusi Daerah, lendapat-
an Drerah lainuyn, Fajak Bumi dan Bangunan (IBB) ser-
ta mengkoordimasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pem
dapatan DbPaerah, Bagian sess
w 12 =



Bagian Kesembilan
Cabang Dimas dam Umit Telaksama Tekmis
Pasal 31

Fembentukan, Susumam’Orgamisasi dan Tata Kerja Cabang -
Dinas dan Unit Telaksanma Tekmis Dimas diatur kemudiam
berdasarkan Fedoman Menteri Dalam Negeri,

BAB 1v
TALATA KERJ A
Tasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Femdapatan Daerah -
mendapat pembimasm Teknis Fungsional dari Dipas Fendapat

Al

&)

(2)

(1)

(2),

(3)

Deerah Tingkat I,
Fasal 33

Dalam melaksanakam tugasmya Kepala Dinas harus meme-
rapkan  primsip-pirimsip koordinasi, inmtegrasi, sin-
kronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Di
nas Pendapatan Daerah maupun Instamsi-instansi lain
di luar Dinas Tendapatan Daerah, sesuai dengan bidang
tugasnya,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Umit -
'enyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordima
si, integrnsi, sinkromis~si dan simplifikasi sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing,

Pagal 34

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Ke=-
pala Seksi,Kepala Unit Tenyuluhanm bertanmggung jawab

menberikan bimbingam/pembina=n kepada bawahammya ser
ta melaporkan hasil-hasil pelaksamaamnya wmenurut -
hierarchis jabatan mnsing-masing.

Kepala Sub Bagiam Tata Usaha, para Kepala Scksi,
Kepala Unit Tenyuluhan bertanggung jawab kepada Kepa
1n Dinnse

Iara Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dimas Pendapatan
Daerah bertanggumg jawab kepada Kepala Sub Bagiam -
Tata Usaha/Keprnla Seksi.,

Fa‘sal 35 esoeveoe



I'asal 35

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas
berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala
Dnerah,

Pagal 36

Bagan Susuman Organisasi dan Tata Kerja Dimas Tendapatam

Daerah sehngaimana dalsm lampiran Peraturan Daerah ini,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Teraturam
Daerah ini,

BAB V
KETENTULN LAIN-L ATV
Fasal 37

Jenjang jobatan dan kepangkntan serta susunan kepegawai-
an diatur kemudian sesusi demgan FPeraturarm Perundang-un-
dangan yang berlalku,

Pagal 38

(1) Kepal=a Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di -
angkat dan diberhentikamr oleh Gubernur Kepala DPaerah
Tingkat I Jawa Tengah atas usul Kepala Dmernh,

(2). Jabatam Kepala Dinns tidak dirangkan,

(3) Kepaln Urusam, Kepala Sub Seksi dan Kepala Upit Te -
nyuluhan diangkat dan diberhentikan olech Kepala Daera
atas usul Kepala Dinas,

BAB VT
KETENTUAN DENUTUD
Pagal 39

Hnl-h=1 yang belum diatur dalam Teraturan Dasrah imi se-
panjang mengen~i pelaksanasmnya aksn diatur lebih lanjut
oleh Bupati Kepala Daerah,

Pagal 40

h

Iada saat berlakumya Peraturan Daerah ini maka Teraturanm

Dneral Kabupaten Dverah Tingkat IT Kebumen Nomor 05 Tea -
hun 1981 tauggal 4 Maret 1981 tentong Susunan Orgamisasi
dan Tata Kerja Dinas Tendavatam Daerah Kabupatem Daerazh

Tlngkat IT §dlecseccs
-~ 14



%%§
ey
Tingkat II Kebumen, dan segala ketentuam lain yamg ber

tentangan dengam Teraturan Daerah imi dinyatakam tidak
berlaku lagi,

Tasal 41

Teraturam Daerah ini mulai berlaku sejak tangga}l diun-
dangkan,

4gar supnya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan eraturan Deerah ini dengan memempatkam -
nya dal=ux Lembaram Drerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Kebumen,
Kebumen, 28 Februari 1991
DEWAN I'ERWAKIL AN RLKYAT DAERAH BUTATI KET ALA DAERAH TINGKAT II
LBUTATEN DAERSH TINGKAT IT KEBUMENR KEBUMETN
KETU A
Ca})‘ ttd. CGP. ttd.
SLRIDJAN HADISUMALRTO, LAMIN SOEDIBYO.

Disahkam olch Gubernur Kepala Pnerah Tingkat I Jdawa Temgah de -
ngam Surat Keputusan tanggal 31 Mei 1991 Nomor 188,3/218/1991.

Dlundangkan dalam Lemboran Dnerah Kabupaten Daerah Tinglkat IT

Kebumen Nomor 5 Tahum 1991 Seri D pada tamggal 6 Juni 1991.

SEKRETARIS WILAYLH/DAERAH

. ttd,

Drss S ANTO SO
NIP, 010056268, -

1
—_
(6]
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F'ENJEL AS AN
LATAS

TERLTURAN DAER/H KABUTATEN DAERAH TINGKLT IT KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG
SUSURLN ORGLNIS.SI DAN TATL KERJ. DINLS DENDATATAN
DLER/AH K/BUT LTEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN

I, TENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih meningkatkan dayaguma dalam pengelolaam
I'endapatan 4Asli Daersh sebagni perwujudan dari kegiatam menuju
ke arah otonomi daerah yeng dimamis, nyata dam hertanggung ja-
wab, guma membinyai pembangunman daerah, dipandang perlu untuk
meninjau dan memetevkan kembali Susuman Orgamisasi dam Tata -
Kerja Dinas Tendapntan Daerah Kahupaten Daerah Tingkat IT Keby
men dengen leraturan Drerah imi,

I. TENJELASLN TASAL DEMT T/ASZL

Tasal 1 ¢ Cukup jelas,.

Iagal 2 : Dinas Tendapatan Daerah dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Da
lam Negeri Nomor 2% Tahun 1989,
sebagai realisasi dari sistim Ma
patda ( Manual Tendapatan Daerah )
dan ketentuanm lain sesuai Teratur
an Perundang-undangan yang berla-

ku,
Pasal 3 damn 4 : Cukup jelas.
I'asal 5 : Susuman Organisasi dam Tata Kerja

Dinas Fendapatan Deaerah Tingkat IT
ada 2 (dua). type yaitu type 4 danm
B; Berdasarkan peraturam perundamng
undangan yang berlaku mmka Dinas
Pendapatan Paerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Kebumen adnlnh type L.
T'asal 6 s/d 37 i Cukup jelass

I'asal 38 : Tada prinsipnya jabatam Kepala Di
nas I'endapatan DPaerah adalah jaba
tan karier, Disamping itu karena

Dinmas sssssee
- 16 —



Dinas Tendapatan Daerah adalah aparat
Daersh, maka pengisianm jabatan terse-
but diutamakan kepada pegawai daerah,

Pasal 39 s/d 4l ! Cukup jelas.
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